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Kata Pengantar

ukum dan peradilan selalu beriringan dengan per-

kembangan masyarakat. Selalu ada pembaruan dan
perbaikan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.
Maka pengembangan hukum selalu bersumber dan digali
dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (the
living law) agar hukum yang berlaku di masa yang akan
datang mampu mencerminkan nilai-nilai sosial, budaya
dan susunan masyarakat penopangnya.

Tri Darma Perguruan Tinggi menempatkan penelitian
sebagai salah satu pilar penting yang diemban universitas
yang ada di Indonesia, termasuk Fakultas Hukum Uni-
versitas Kristen (FH UKI). Untuk itulah, publikasi hasil-
hasil penelitian dalam bentuk buku menjadi sarana atau
jembatan bagi masyarakat untuk mengetahui pemikiran
dan gagasan para akademisi universitas —yang dalam hal
ini adalah pikiran dan gagasan bagi pengembangan hukum
nasional.

Kumpulan tulisan yang dihimpun dalam buku ini
merupakan ikhtiar FH UKI dalam memberi sumbangsih
gagasan bagi pengembangan hukum nasional Kkita,
khususnya penggalian hukum adat dan kearifan lokal yang
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telah ada di masysrakat kita untuk memperkokoh sistem
hukum nasional. Meskipun kami juga menyadari bahwa
apa yang disajikan dalam buku ini belum sepenuhnya
sempurna.

Selamat membaca.

Jakarta, November 2018

Penyunting,

L. ELLY A.M. PANDIANGAN
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Analisis Hukum
Atas Perkawinan Satu Marga
Menurut Adat Batak Toba

Oleh L. Elly AM Pandiangan

ebelum memberikan analisis terhadap perkawinan
Ssatu marga menurut Adat Batak Toba, ada baiknya
dalam penulis kemukakan pengertian tentang adat. Hal ini
penting untuk memberikan pemahaman yang jernih agar
dapat menjelaskan dan menguraikan hal-hal menyangkut
perkawinan satu marga menurut Adat Batak Toba.

Adat' berasal daribahasa Arab yangberarti 'kebiasaan'.
Secara etimologis, adat dapat didefenisikan sebagai per-
buatan yang dilakukan berulang-ulang lalu menjadi kebia-
saan yang tetap dan di hormati orang. Kebiasaan itulah
yang kemudian menjadi adat. Adat merupakan kebiasan-
kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masya-
rakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan
dijunjung serta dipatuhi masyarakat pendukungnya,
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matematika, selain itu tidak bisa juga digunakan alasan
saling cinta mencintai, karena dalam Adat Batak, Khu-
sunya Batak Toba sudah ada patokan Dalihan Natolu,
selain itu sejak awal perkenalan antara laki-laki den-
gan wanita sudah saling menanyakan marga masing,-
masing, sehingga adat yang benar harus dipertahan-
kan, sehingga larangan perkawinan satu marga sampai
saat ini adalah sangat relevan untuk dipertahankan.
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